
PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : USEP AGUS ZAWARI

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 664284

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 920.000.000

1. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, WARISAN Rp. 

430.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA 

CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.500.000

1. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 

5.500.000

2. MOBIL, DAIHATSU AYLA 1.0 M MT(B100RS-GMDFJ) Tahun 2016, 

HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.118.778

F. HARTA LAINNYA Rp. 27.380.000

Sub Total Rp. 1.062.998.778

III. HUTANG Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.052.998.778

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

2. Jabatan : KETUA

3. NHK : 456878

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 14.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 

14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 51.750.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 51.750.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FEREDDY

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 523095

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000

1. MOTOR, VARIO MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 

10.000.000

2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 

90.000.000

3. MOTOR, YAMAHA R-25 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 

25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 470.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 85.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 680.000.000

III. HUTANG Rp. 358.750.346

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 321.249.654

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARMINUS

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 904401

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA 

BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 65.000.000

1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 

15.000.000

2. MOTOR, VESPA SPRIN ABS 150 Tahun 2023, HASIL SENDIRI 

Rp. 45.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 

5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.235.400.000

III. HUTANG Rp. 322.913.445

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 912.486.555

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUAMARULLAH

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 979642

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.592.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 352 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA 

DEPOK , WARISAN Rp. 1.700.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA 

DEPOK , WARISAN Rp. 892.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2010, HASIL 

SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 163.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.434.627

F. HARTA LAINNYA Rp. 372.000.000

Sub Total Rp. 3.343.634.627

III. HUTANG Rp. 290.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.053.634.627

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURYAMAH

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 522892

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.328.700.000

1. Tanah Seluas 2942 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL 

SENDIRI Rp. 313.000.000

2. Tanah Seluas 5043 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL 

SENDIRI Rp. 565.700.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/54 m2 di KAB / KOTA 

SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

4. Tanah Seluas 311 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI 

Rp. 250.000.000

5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI 

Rp. 75.000.000

6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN 

Rp. 350.000.000

7. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI 

Rp. 150.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA 

SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA 

SUKABUMI, WARISAN Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.000.000
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1. MOBIL, TOYOTA RUSH S Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 

125.000.000

2. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 

15.000.000

3. MOTOR, VESPA SCOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 71.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 400.000.000

Sub Total Rp. 2.960.300.000

III. HUTANG Rp. 157.180.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.803.120.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2024 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAIFUL BACHRI

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 467402

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 295.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, 

HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.621.000

1. MOTOR, HONDA VARIO VARIO 150 CC Tahun 2017, HASIL 

SENDIRI Rp. 5.500.000

2. MOBIL, HONDA NEW BRIO SATYA Tahun 2023, HASIL SENDIRI 

Rp. 220.000.000

3. MOTOR, HONDA H1B02N53L1A/T/SEPEDA MOTOR Tahun 2024, 

HASIL SENDIRI Rp. 25.121.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 86.941.577

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 632.562.577

III. HUTANG Rp. 347.248.236

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 285.314.341

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDODO WURYANTO

2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT

3. NHK : 626590

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/180 m2 di KAB / KOTA 

SLEMAN, WARISAN Rp. 2.400.000.000

2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 

1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 270.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, 

HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO 125 SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 

2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

3. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MATIC 1.5 Tahun 2019, HASIL 

SENDIRI Rp. 226.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 145.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.520.955

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.030.070.955

III. HUTANG Rp. 77.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.953.070.955

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELIAZAR BARUS

2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT

3. NHK : 520149

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.370.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/197 m2 di KAB / KOTA 

BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

2. Tanah Seluas 432 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL 

SENDIRI Rp. 1.100.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/95 m2 di KAB / KOTA 

BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 550.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/100 m2 di KAB / KOTA 

BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 550.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/90 m2 di KAB / KOTA 

BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 783.000.000

1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 

1.500.000

2. LAINNYA, MERIDA SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 

1.500.000

3. MOBIL, MERCEDES BENZ C300 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

550.000.000

4. MOTOR, HONDA CRF 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 

20.000.000
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5. MOBIL, TOYOTA HARDTOP Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 

200.000.000

6. LAINNYA, KRUEZ SEPEDA LIPAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI 

Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 170.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.966.119

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.355.966.119

III. HUTANG Rp. 284.222.087

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.071.744.032

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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